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Abstrak

Yanelza dela. 06194027, Peranan Bappeda Kabupatén Lima Poluh Kota dalam
Fenvusunan RPTI) (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) tahon 2000, Program
Studi lmu Administrasi Negars., Fakulias Hmu Sosial dan Dmu Politilk,. Universitas
Andalas, 2000, Pembimbing I: Drs. Yoserizal, M.Si, Pembimbing T1: Desna Aromatica,
S.AP, M.AP

Hampir disetinp negorn berkembang, termasuk Indonesia  pembanpunan selalu
diarabkan pada upaya spava untuk menmgkatkan keseiabiteraan masvarakat, Untuk itu dalam
pembangunan diperlukan sebuah perencanaan vang baik azar menghasilkan pembangunan
ving berkuslitns. Menorut Peraturan Pemerinish Republik Indoncesia Nomor 8 Tabun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyvusunan, Pengendabian dan Evaluasi Pelaksanoan Rencana
Pembangunan Pacrah, Perencanaan Pembangunan Dagrah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-iahapan  Regintan  vang  melibaikan  berbagai  unsur  pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemantaatan dan pengalokasian sumber daya yeng ada dalam rangka
meningkatkan kesgjahteraan sosiaf dalam suatu lingkungnn wilavah/daerah dalam jangka
wathlu terlentu.

Sebagai saleh solu Kabupaten di Sumatera Hargl, vang selama empar tahun terakhir
dan bahkan sampai tabun 2009, anpesren pendapatan dan belanga daeralisva memperlihatkan
perkembangan kenaikon melebihi 100 % ptau kenaikan sota-rata diatas 50 Milvar setabun,
Kabupaten Lima Pulul Kota melaln Bappeda (badon perencanaan pembenounan dacrah)
vang memiliki kedodukan unsur penunjang pemerinteh daerah di bidang  perencanaan
pembangunan  daerah  tentunya herus dapat mencrapkan empat prinsip perencanaan
pembangunan dacrah dalam penvusunan perencanaan pembangunan daerah agar tidak rerjadi
bermacam permasalahan salah spiunya yaitu inkonsistensi antar dokumen perencanun.
Penelitian i dilekukan dengan metode deskripuf kualiatd ontuk didapatkan pemahaman
serta gombaran menpenai peranan Bappeda Kabopaten Lima Puluh Kara dalam Penvusunan
{RPTE Tahon 2005,

Herdasarkan penelitian yang penulis lakukan, peranan Bappeda dalam penvusunan
RPTI) {Rencana pembangunan tahunan dacrah) tahun 2009, Dalam menjalankan perannya
Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal dan mengalvmi berbagai hambatan.
Sesuai dengan 4 prinsip perencanaan  pembangunan pembangunan dalam menjalankan
peranannva dalam penyvusunen perencenasn. pembangunan daerah tersebut dapar dilibal
balwen (11 penvusunan RPTD Tahun 2009 olch Bappeda welal meropakan satu Kesatuan
daliem sistem perencanzan pemhbangunan nasional (23 penyusunan RFTD Tabun 2000 elah
melibatkan para pemanghu kKepentingan pembangunan berdasarkan peran dan kewenungan
masing-masing naniin keondinasi antara pitrs pemanghu kepentingan pembangunan lersebut
masth kurang optimal (3) penvusunan RETD whun 2009 belum mengintegrasikan rencang
tata ruang dengen rencana pembangunon deersh, hal teesebit dapac dilibat belum adanva
Perda mengenai KTRW oi Kabupaten Lima Pulub Kora (4) penyvusonan RPTD ahon 2000
tefab berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing decsah. sesuai dinamika
perkembangan daerab dan nasional sakah satunya adalah kondisi keusnoan dacrah Kabupaten
Lima Puluh Kota walaupun tidak wmkemodirmva semua kebutuhan dari setiap nagari di
koabupaten Lima Polub Ko

Foata Bunet | penyusunan, perencanaan, pembangunan, dacrah



BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Hampir di setiap negara berkembang, pembangunan selalu diarahkan pada
upaya upaya untuk meningkatkan kesejabteraan masyarakal, Begitu juga halnya di
Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
vang berkualitas dibutluhkan suatu perencanaan yang baik karena menurot Ginanjar
Kartasasmita “pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yane lebih baik
melalui upaya vang dilakukan secara terencana.” Perencanaan pembangunan yang
disusun oleh pemerintah tersebut haruslah berdasarkan kebutuhan, situasi dan kondisi
dan masvarakat maupun wilivah yang akan dibangun. Selam it di dalam proses
perencanam pembangunan juga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam proses

pengambilan kepulusannya Karena proses perencanaan pembangunan tidaklah mudah.

Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Undang Undang No 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suat
proses untuk menentukan tindakan masa depan vang tepat, melalui urotan piliban
dengan memperhitungkan sumber dava vang tersedia’® Dalam Undang-undang
tersehut juga dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan

tiga jenis perencanaan &1 Indonesia yaitu Fencana Pembangunan fangka Panjang

Ginandjar, Kortasasmica, 1997, ddwinisirosd Pevtbanginar © Pevkembangon Pemifivan dan
Prafiifiova ai Trdonesia, Jakere 3 LP3ES, hol 2
S 0,235 Tabun 2004 Tentang Sistem Perencanazan Pembangunan, pasal | ava 3



(RPIP} Rencana  Pembangunan  Jangks  Menengah (RIPJM),  dan Rencana

Pembangunan Tahupan (RIPT).

REIP Nasional adalah dokumen perencanasn pembangunan masional vang
merupakan jabaran dari twjuan dibemtuknyva Pemerintahan Negara Indonesia vang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Mepara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah Pembangunan Masional untuk masa 20
tthun ke depan yang mencakopi kurun waktu mulal dard tahun 2005 hingga tahun
20255 RIIM Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun?
Sedangkan di dalam RPT MNasional terdapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP). REP

= i 5
adalah dokumen perencanaan MNasional untuk periode | {satu} tahun.”

Ketiga jenis perencanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secars bertahap,
batk secara nasional maupun daerah, Dengan adanva otonomi daerah sast ini di
Indenesia, seliap daerah yang ada & Indenesia juga mempunvai RPIP, RPIM dan
REI" daerab sendiri vang disesuaikan denpan kondisi dan kebutuhan daerah i
masing masing. RPJP Dacrah vang ada memuat visi, misi, dan arah Pembangunan
Daerah vang mengacu pada RPJP MNasional. RPIM Dasrabh merupakan penjabaran
darm vist, misi, dan program Kepala Dacrah yvang penyusunannya berpedoman pada
RPIF Daerah dan memperhatikan RPIM  MNasional, scdangkan REKP  Daerah
merupakan penjabaran dari RPJIM Daerab dan mengacy pada REP Nasional. memuat

rancangan kerangka ckonomi daersh. prioritas pembangunan daerzh, rencana kena.

" www.google.com. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, diskses mnggal 28 April 2000
pukul 1023 WIB

* UL MNe.25 Tahun 2004, op.cit pasal | avat 5
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dan pendimpannya, baik vang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maspun yang
ditempulr dengan mendorong partisipasi masyarakat.” Perencanaan pembangunan
Masional yang dibuat disusun berdasarkan wsulan dan setiap Propinsi di Indonesia,
sedangkan perencanaan pembangunan daerah eniuk Propinsi disusun berdasarkan
usulan dart setiap Kabupaten/Kota vang ada di Propinsi tersebut dan perencanaan
pembangunan bapr daerah Kabupaten/Kola disusun berdasarkan usuolan dard setiap

nagan vang ada di daegrah Kabupaten/ Kota tersebaot,

Dalam penyusunan perencansan pembangunan baik nasional maupun dasrah
tersebut disusun melalui beberapa tahapan. Salah salw disntaranya vaitu tahapan
Musrenbang {musvawarah perencansan pembangunan). Musrenbang adalabh Forum
musvawarah tahunan yang dilaksanakan sccara partisipatil oleh para pemangku
kepentingan untuk menyepakali rencana Kegiatan tahun anggaran vang berjalan yvang
sesuai dengan level tngkatannya,” Bagi daerah Kabupaten/Kota, Musrenbang adalah
musyawarah pemanghku kepentingan (stakeholder)y di tingkat Kabupaten/Kaota untuk
mematangkan  rapcangan Rencana Kerja  Pembangunan Daerah  (REPDY
Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan kompilasi selurub Renja (rencana kerja)
SKPD (satvan kega perangkat dacrah) hasil Forum SKPD dengan cara meninjau
Keserasian  antar  rancangan Renja-SKPD yang  hasilnya  dipunakan  uniuk

pemutakhiran Rancangan REPD. Usulan untuk musrenbang Kabupaten/Bota dimulai

~IBid, pasal 5 ayat -3
C g Forimala multiply com/joumal Trem/ L8 nusrenbang diskses langeal 30 April 20609, pukul 2039
WIB
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dari  Musrenbang  Nagan, Musrenbang  Keecamatan  baru  kemudian  dilakukan

Musrenbang Kabupaten/Kota.

Dalam tahapan Musrenbang  Kabupaten/Kota  tersebut,  sebagai  badan
pemerintah yang  bertupas  menvelenpparakan  kegiatan  Musrenbang di  daeral
kabupaten/Kota.  Badan  Perencanaan  Pembaogunan Daerah  (BAPPEDA)
Kabupaten/loota menmiliki tanggung  jawab  untuk  menvelenggarakan  tahapan
Musrenbang vang dapal menghasilkan rancangan kerja pembangunan daerah vang
berkualitas. Hal tersebut bertujuean agar perencansan pembangunan yang dibasilkan
sesuai dengan kondist dan potenst vang dimiliki masing-masing dacrah, sesuai

dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Kabupaien Lima Puluh Kotz
tentunya hams dapat membangun dacrahnya melalui perencanaan pembangunan yvang
berkualitas, Hal itu disebabkan selama empat tahun terakhir dan babkan sampai tahun
2009, anggaran pendapatan dan belanja daerah memperlibatkan perkembangan
kenaikan melebihi 100 %6 atau kenatkan rata-rata diatas 50 Milyar setahun, Dalam hal
ini untuk pertama kalinva dalam sejarah, wial APBD menembus angka diatas 500
Milvar atau diatas 0.5 tniliun ditahun 2007, Peningkatan APBIY vang siknilikan imi
merzpakan sumbangan dan penmpgkalan pendapatan daerah yang cenderung stahil,
lerutama peningkatan alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat® Savangnya
pemerintah daerah ini tidak bisa menvediakan sarana infrastruktur vang memadat

sepert] sarana telekomunikasi, jalan. air bersih, sehingga banyvak daerah i kabupaten

lispprfwww. modind-skcomdindes. phpPeption=com_dodmandimsk-deoe viewdpid=1642 diakses tinpgnl 17
Moyvember 2009 pukal 1050 WTR



ini vang tidak tergarap secara optimal. Misalnyva pada sarana jalan, panjang jalan

yang ada d Kabupaten Lima Puluh Kota tereatat sepamang 1.307.70 km vang terdiri
' dlari jalan nasional sepanjang 80,940 km, jalan provinsi scpanjang 122,55 km dan jalan
. kabupaten sepanjang 1125 km. MNamun berdasarkan kondisinya masih cukup
banvak jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat vang sangat berpengarub terhadap
kelancaran aktifitas perckenomian masyarakat. Ditinjau dart kondisi permukaan
jalan. persentase keadaan rusak beral masth sangat besar yakni 53729 km, vang
rizsak 204,30 km, kondisi sedang 21797 km. Adapun vang dalam kondisi baik dalam
hanya 34820 km atau sepertiga dart total jalan vang ada. Kemudian dari selunsh
; panjang jalan tersebut masih banyak terdapat jalan tanah sepanjang 406,80 km atau

03156 km ataw 48,31 %%, Kondisi ini memperlihatkan bahwa infrasouktur jalan masih

| memprihatinkan dan ind tentunya sangal  berpengaruh  tethadap  perkembangan
1 ’ i
| rerekonomian daerah.
|
Tabel 1.1
Perkembangan APBI Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-200%
[ Lizaian [ Tabn Fakun Tahiin Falin Fabine
| | 2005 ) 6 En T (Rpy | 2008 (Rp) 2005 T )
Pendupntan dacrh 2IEISTEOR AT FRETIRSO0ZIS | 4422 335536005 | R9-pER.AG1 592
Perdapaian asli dazrb BOES TRE A 15 340.376.373 1561 60 13500006040
Cana perimbangin APTREE 07442 ApLURRNESO8F | 409235 710538 | 4654054 14944
i. Ladn loin penidapalan yang Pl 16.B9E. 000 | B 20 LR 17,485, 704 944 10, 538 G0, Tl
=aih
B Aelanja daerih I46 359216807 | 424751 5RE03L | 335915000930 | 610.661,547.99]
E Pembiny i TERILAEFIN | F6033227.799 | | 13361750737 | (2107686000 =
|

=urmher @ hpwwoa madina-skocom

i Peratumn “'.Irlill‘i Kubupitien L eluh koata Moame 16 Tabuin 209 Tentang Henconn Kur_iu Pemerinatnh
Dzierab Taben 200000, ksl 25



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Sesual depgan tujuan penelitian, vaitu untuk  mendeskripsikan  Peranan
Bappeds  Kabupaten Lima Puluh kota  dalam penvusunan RPTD)  (Rencana
Pembangunan Tabunan Daeraby Tahon 2009, maka penulis mendapatkan sejurnlah
kesimpulan sesuni dengan tujuan penelitian tersebut. Adapun kesimpulan vang
penulis  dapatkan adalah  peranan  Bappeda dalam  penyusunan  perencanaan
pembangunan  daerah tersebul adalah Perumosan  kebijakan teknis penvusunan
perencanaan  pembangunan dan pengkoordinasian penvusunan  perencanaan
pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Kabupaten Lima
Pulub Kotz belum optimal dan mengalami berbagai hambatan, Selain itu dalam
memakal 4 prinsip perencanaan pembangunan pembangunan dalam menjalankan
peranannya dalam penyusenan RETD (Rencana Pembangunan Tahunan Dacrah)
Tabun 2000 tersebut dapat dilibat habwa:
iy Dalam penyvusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun
2008, Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota telab menyusun BFTD { Rencana
Pembangunan Tahunan Dacraht Tahun 2009 schagai sotu kesatuan dalam
sislem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini RPTI (Bencana
Pembangunan Tabunan Dacrah) Tabun 2009 yang dibasilkan mengacu pada
REIM Nasional tohun 2004-2(09 dan RKP MNasional tahun 2009, serta

Undang Undang Moo23 Tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional,



3}

dan 4 agenda prioritas pembangunan vang ada pada RKPD Tahun 2009 olah
dijabarkan oleh Bappeda pada bidang bidang vang terkait

Dalam penyusunan EPTD {Rencapa Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun
2009, Bappeda telab melibatkan para pemangko kepentingan pembangunan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing  hal ini dapat dilihat dan
dijalankannya  pregram  dan Bappeda  yaitu  program perencanasn
pembangunan daerah dengan salab satu kegiatannya yaitu penvelenggaraan
musrenbang RKPL sesual dengan jadwal yang ditetapkan walavpun hasil dari
musrenbang tersebut tidak semua dari kebutuban masvarakat vang terlampung
dan koordinasi antara pama pemangku kepentingan pembangunan tersebut
dengan Bappeda masih kumang optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya
keterlambatan data dari SKI'L lain ke Rappeda,

Dalam penvusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun
2009, penyusunan perencanaan pembangunan daerah belum menginiegrasikan
rencana tata ruang dengan repcana pembangunan daerah, hal tersebut dapat
dilibal belum adanva Peraturan dacrabh mengenai RTRW di Kabupaten Lima
Puluh Kota, Belum adanya Peraturan doerah mengenai RTRW di Kabupaten
Lima Pulub Kota disebabkan kekurangan dana dan masih adanya tarik
menarik keputusan antara pihak cksekutif dan legislatf, sehingga dalam
mengintegrasikan Rencana lata ruang dengan rencana pembangunan daerah,

Bappeda hanya mengacu pada RPIPD dan RPIMD vang ada,



Daftar Pustaka

Buku teori

Bratakusumah, Deddy Supriady, 2004, Perencanaan Pembangunan Daergh, Siratesi
Mengaali Patensi Dalam Mewujudbion Orororn Daerah, Jukaria ; PT Gramedia
Pustaka Llama

Indonesia. Lembaga Administrasi MNegara Republik. 1994, Sistemr  Administrasi
Negara Republik fndonesio Jakarta : CV, Haji Masagong, LD [

Thonson, Doyle Paul, 1986, Teori Klasik dar Modern, Jakarta ; Gramedia

Fartasasmita.  Ginandjar. 1997, ddministrasi  Pembangungn  © Perkembangan
Pemikiran dan Prakiifova df Indonesia, Jakarta ; LP3ES

Keentjoroningrat. 2000, Pesgantar Hmu Antropolog. Jakarta ; PT Rancka Cipta

Solthin, Dadang 2000, Kamus  fstilah Craromd Daerah, Jakarta ;. Lembaga
Pemberdayaan Ekononi

Svarusi Ibnw. 2004, Pokok Pakok Kebijoksanaan, Perencancan, Pemograman dan
Penganggaran Pembangunan Tingkat Nastongd dan Regional Jakara: CV.
Rajmwali

Tjokroamidioje. Bintoro, V974, Pengantar Adminisirasi Pembangunan Jakarta : LP3S

Tiokroamidiojo, Bintoro, 1995 Perencanaan pembanegunan. Jakarta @ PUToko
Gunung Agung

Buku Metode

Bungin, Burban, 2006, Metode Penelition Kualitetif, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada

Djaali,Farouk Muhammad 2003, Merode Penelitian Sosial, Jakarta: PTIK Press

Faisal. Sanapiah. 2003, Format Format Penelitian Saosial, Jakarta ; PT RajaGrafinde
Persula

Koentjoroningrat. 1997, Metode  Mewsde  Penelition Masyarakar, lakarta : PI
Crramedia

Marir, Mol 2003, Metode Perelitdan. Jakarta: Ghalin Indonesia



